PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR

II.

8 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU
TIRTA

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta ini disusun sebagai
tindaklanjut dari surat Gubernur Jawa Timur Nomor
188/13870/013/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Klarifikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012. Dalam
Surat Gubernur dimaksud dijelaskan bahwa  Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Lawu Tirta pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian dalam Surat
Gubernur dimaksud juga mengamanatkan bahwa ketentuan Pasal 20
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan
perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian

Perusahaan Daerah Air Minum.

PASAL DEMI PASAL
Pasal [

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 31



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR

II.

8 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU
TIRTA

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta ini disusun sebagai
tindaklanjut  dari surat Gubernur Jawa Timur Nomor
188/13870/013/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Klarifikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012. Dalam
Surat Gubernur dimaksud dijelaskan bahwa  Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Lawu Tirta pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian dalam Surat
Gubernur dimaksud juga mengamanatkan bahwa ketentuan Pasal 20
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan
perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian

Perusahaan Daerah Air Minum.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
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BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

LAWU TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur

Nomor 188/13870/013/2012 tanggal 1 Agustus 2012
perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 8 Tahun 2012, maka terhadap
ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu
dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
.Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2901) ;

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377) ;

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Air Minum ;



17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum;

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun
2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah
dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu
Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Menetapkan

dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) diubah dan
diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat



lagi yakni ayat (2b), sehingga keseluruhan Pasal 20
berubah sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak
termasuk istri/suami dan anak; dan
b. tunjangan lainnya.

(2b) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri dari:

a. tunjangan jabatan;

b. tunjangan hari raya;dan

c. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak
2 (dua) orang anak.

(3) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar
2,5 kali penghasilan pegawai tertinggi.

(4) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 90%
gaji Direktur Utama.

(5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi
memperoleh bagian dari jasa produksi.

(6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati
setelah memperhatikan pendapat Dewan
Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

(7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan
Direksi, penghasilan Dewan Pengawas
penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja
lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh
persen) dari total biaya berdasarkan realisasi

Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Pebruari 2013

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

-

ME ARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 4



